
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA 

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, maka Peraturan 

yang mengatur Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat perlu diganti. dalam rangka memberikan 

pedoman dalam pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu pengaturan tentang Tata cara penganggaran, 

pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan 

evaluasi belanja hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran I 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan 

Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 

Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 

2016. 

 Peraturan Bupati ini mengatur tentang  

a. Penganggaran;  

b. pelaksanaan dan penatausahaan;  

c. pelaporan dan pertanggungjawaban; serta  

d. monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. 

 Catatan: 



Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2021 dan ditetapkan di Bandung Barat 

pada tanggal 20 Oktober 2021. Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 46 


